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Kartel harga merupakan salah satu bentuk tindakan anti-kompetitif yang dapat dicapai melalui berbagai

cara, salah satunya adalah melalui pelepasan informasi tertentu ke publik sebagai sinyal kepada pelaku
usaha pesaing untuk melalukan kartel, atau yang dikenal juga sebagai price signalling. Namun, di Indonesia
tindakan price signalling belum mendapat perhatian dalam hukum persaingan usaha. Sedangkan, di Amerika
dan Uni Eropa, tindakan price signalling merupakan tindakan yang mendapatkan perhatian khusus dalam
hukum persaingan usaha. Komisi persaingan usaha masing-masing negara tersebut telah mencoba
menggunakan berbagai pendekatan untuk dapat menindak tindakan price signalling berdasarkan hukum
persaingan usahanya masing-masing. Perbandingan pendekatan di ketiga negara tersebut dapat memberikan
masukan kepada hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis
normative. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak seperti di Amerika dann Uni Eropa, hukum
persaingan usaha Indonesia baru melihat price signaling hanya sebagai facilitating practices dalam mencapai
kartel, dan bukan tindakan anti-kompetitif yang berdiri sendiri. Penanganannya pun masih mengalami
kendala di pengadilan. Oleh karenaiitu, perlu diberikan pengaturan yang jelas mengenai tindakan ini dalam
revist UU No. 5 Tahun 1999.

...... Price fixing cartel is one of anti competitive acts that could be achieved through many ways, one of them
isthrough disclosure of specific information to the public that acts as a signal to other businessmen to do
cartel, or commonly known as price signalling. However, in Indonesia, price signalling is not something that
the competition law is specificically concerned with. Meanwhile, on America and European Union, price
signalling is something that is considered important in competition law. Each countries competition
committees have tried many approaches to deal with price signalling based on their competition laws.
Comparison between those 3 countries can bring forth suggestions necessary for Indonesian competition
law. This research is using normative juridical method. The conclusion of this research shows that unlikein
America and European Union, Indonesian competition law merely sees price signaling as afacilitating
practice for cartel, and not as an individual anti competitive action. In practice, it also experiences many
difficultiesin court. For this reason, this matter should be clearly governed in the revision of Law No. 5

Y ear 1999.
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